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24 April 2013 mendatang.
Fatmawti A Halid me-

dugaan korupsi dana Ja-
minan Kesehatan Daerah
~ (Jamkesda) Morowali tahun
2010-2011.

Humas PN Palu Rommel
F Tampubolon SH men-
gatakan, berkas perkara

Fatmawati A Halid tere-
. gister Nomor: 13/Pid.Sus/
"~ Tipikor/2013/PN.PL.

Majelis hakim yang akan
menyidangkan kasus itu,
kata Rommel, diketuai oleh
- Erwan Munawar SH MH
dengan hakim anggota I
Made Sukadana SH dan
- Fauzy SH. Sementara pani-

tera penggantinya Fajrah

Sunusi SH. “Agenda sidang

pembacaan dakwaan oleh

JPU,” tuturnya.

- Tambah Rommel, salah
seorang hakim anggota,
yakni I Made Sukadana me-
rupakan Ketua PN Parigi

APLIKASI PERKANTORAN :
| Windows 7, Word 2007,
Excel 2007, Powerpoint 2007

i Lol pvtoteieliontelinl

rupakan terdakwa kasus

Kadinkes Morowali Disidang

PALU, MERCUSUAR - Ke-
~ pala Dinas Kesehatan (Ka-
dinkes) Morowali, Fatma-
> wati A Halid, akan menjalani
- sidang perdana di Pengadi-

lan Tipikor pada Pengadilan
~ Negeri (PN) Palu hari Rabu

A Halid (tengah), didampingi penyidik Polda Sulteng dan penasehat hukumnya, saat digiring ke Rutan Palu,
beberapa waktu lalu. FOTO: DOK/MS

Moutong. Bersangkutan
dimasukkan dalam majelis
hakim kasus itu, karena saat
ini hakim karir tipikor pada
PN Palu minim.
Mengingat, hakim ka-
rir tipikor di PN Palu ha-
nya Ketua PN Palu Erwan
Munawar SH MH, karena
AP Bayu Aji SH MH sudah
akan pindah tugas hingga

tinggal menyelesaikan per-
kara yang ditanganinya.
“Ini dibenarkan (Ketua PN
Parmout masuk majelis ha-
kim tipikor). Jadi pak Made
hadir hanya saat sidang,”
ujarnya.

Dala kasus itu, lanjut
Rommel, Fatmawati A Ha-
lid di dakwa melanggar
Pasal 2 Ayat 910 Jo Pasal 18

UU Nomor 31 Tahun 1999
yang telah diubah menjadi
UU nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Ko-
rupsi. Sementara subsidair
dijerat Pasal 3 Jo Pasal 18
UU Nomor 31 Tahun 1999
yang telah diubah menjadi
UU nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan
Korupsi. ack




